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Is1 R1ngkasan 
1. Masalah Pene11t1an 

Masalah yang hendak dikaj1 dalam pene11t1an in1 da pa t 
d1rumuskan sebagai berikut : 
a.	 Perubahan apa yang d1t1mbulkan dari segi hukwn pertanahan­

nya dengan adanya pengembangan kawasan Surabaya Barat ? 
b.	 Apakah sUbstans1 Peraturan Daerah tentang Pengembangan 

Kawasan Surabaya Barat tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi se~aga1 pedomannya ? 

2.	 Tujuan Penelit1an 
Penelitian in1 bertujuan untuk memperoleh kejelasan

mengena1 Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya ~entang Rencana 
Deta1l Tata Ruang Kota Un1t Pengembangan Kawasan S~rabaya 
Barat dit1njau dari aspek perubahan yang dit1mbulkan terhadap
hukum pertanahannya dan sUbstansi peraturan Daerahnya. 

3.	 Metode Pene11t1an 
Penelitian ini merupakan pene11t1an hukum yang doktr1­

nal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunda1r 
yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan rencana tata ruang kota. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelit1an in1 
adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pene11tian 
yang menekankan peda pengkaj1an peraturan perundang-undangan 
yang berka1tan dengan rencana tata ruang kota terhadap per­
aturan perundang-undangan yang leb1h t1nggi sebagai pedoman­
nya • 

Sumber data dalam pene11t1an ini adalah Permendagr1
No.2 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 
11 Tahun 1992 serta data dar1 Dinas Tata Kota dan Bappeda 
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Kotamadya Surabaya. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaku­

kan dengan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang­
undangan tentang rencana tata ruang kota dan wawancara 
dengan pejabat d.L Df.nas Tata Kota dan Bappeda Kotamadya su­
rabaya • 

Analisis datanya adalah deskriptif analitis, yaitu
dalam bentuk uraian yang sistematis berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai pedomannya dan 
pendapat para ahli di bidang hukum pertanahan. pada akhirnya
akan dapat ditarik kesimpulan tentang perubahan yang ditim­
bulkan dari segi hukum pertanahannya terhadap pengembangan 
kawasan Surabaya Barat dan sUbstanBi peraturan Daerabnya. 

4.	 Kesimpulan dan Saran 
Kesimputan darl hasil penelitian ini adalah Bebagai 

berikut : 
a.	 Perubahan yang ditimbulkan dari segi hukum pertanahan 

dengan adanya pengembangan kawasan Surabaya Barat adalah : 
1.	 Pengembangan kawasan Surabaya Barat merupakan hasil 

evaluasi kedua terhadap Master Plan Surabaya 2000, yang 
mengubah dari kawasan konservasi menjadi' kawasan komer­
sial; 

2.	 Perubahan penggunaan tanah-tanah pertanian yang tidak 
produktiI menjadi kawasan perurnanan dan kawasan ko~er-
sial; { 

3.	 Dalam jumlah tanah yang cukup luas terjadi perubahan 
status hak a ta s t.a nah , yaitu da r L ha k milik atas tanah 
menjadi ha k guna ba ngunanj • 

4.	 Barga dasar tanah di Kawasan Surabaya Barat tidak se­
suai dengan harga daBar tanah yang ditetapkan oleh Su­
rat KeputuBan Walikotamadya Surabaya; 

5.	 Tidak menutup kemungkinan aKan terjadi akumulasi (pe­
musatan) penguasaan hak atas tanah oleh Beorang atau 
sebuah group perusahaan di bidang property; 

6.	 Asas tata guna tanah di ~erkotaan yang Aman, Tertib, 
Lancar, dan Sehat (ATLAS) aken lebih mudah terwujud 
daripada sebelumkawasan ini dikembangkan.

b.	 Dari segi Bubstansi peraturan, Peraturan Daerah Kotamadya
Sura ba ya No. 11 Tahun 1992 s uda h s eaua L de nga n Permendagri 
No.2 Tahun 1987 sebagai pedomannya ~an dalam evaluasi 
peraturan daerah ini juga harus berpedoman pada Undang­
undang No. 24 Tanun 1992 tentang Penataan Ruang. 

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dari hasil 
penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
a.	 Hendaknya Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya perlu le­

bih terbuka dalam menetapkan kebijakBanaannya yang beru~a 
pengembangan suatu kawasan di Surabaya. kepada masyaraka 
setempat pada khususnya dan warga Kota surabaya pada 
umumnya. Keterbukaan ini perlu dilakuken oleh karena aSaB 
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ini merupakan salah satu bentuk asas-asas umum pemerin­
tahan yang baik. 

b.	 Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail 
Tata Ruang Kota (RDTRK) suatu kawassn di Kotamadya Sura­
baya hendaknya juga melibatkan tokoh-"okoh masyarakat 
setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak 
akademis, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan da­
pat lebih optimal. 
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